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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan RancanganPeraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa Laporan Keuangan yangtelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam )bulan setelah tahun anggaran berakhir:
bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun
Anggaran 2011.

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321), sebagaimana telah
diubah dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas Undang — undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851):

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atastanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran

4

Negara Republik indonesia Nomor 4286):



 

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia nomor 4355):

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548):

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

7.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750)

8.

Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

9.

Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234)

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Keedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4712):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 5155)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Ncmor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)



 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 3):

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 Nomor 01),

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 Nomor 02 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca

Cc. Laporan arus kas

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Dalam
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.030.289.379.522,12
b. Belanja Rp. 774.6886.301.572.62

Surplus Rp. 255.603.077.949,50
c. Pembiayaan Rp. 432955.235.074,40

- Penerimaan Rp. 432.955.235.074,40
- Pengeluaran Rp. 0.00

Surplus/(Defisit) Rp. 0,00



 

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

W Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.150.965.017.805,42
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 879.324.361.915,70
b. Realisasi Rp. 1.039.289.379.522.12

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 150.965.017.606,42

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 527.593.295.417,48 dengan
rincian sebagai berikut:

(2

c. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.302.279.596.990,10
d. Realisasi Rp. 774.686.301.572,62

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (527.593.295.417,48)

Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.678.558.313.023,90
dengan rincian sebagai berikut :

3

a. Defisit setelah perubahan Rp. (422.955.235.074,40)
b. Realisasi Rp. 255.603.077.949.50

Selisih Lebih/Kurang) Rp. 678.558.313.023,99

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan
rincian sebagai berikut :

(4

a. Anggaran penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan Rp. 432.955.235.074,40

b. Realisasi Rp. 432.955.235.074,40

Selisihlebih/(kurang) Rp. (0,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(5

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp. 10.000.000.000,00

b. Realisasi Rp. 0,00

Selisihlebih/(kurang) Rp. 10.000.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.10.000.000.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

(8)

Cc. Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan Rp. 422.955.235.074,40

d. Realisasi Rp. 432 955.235.074,40

Selisihlebih/(kurang) Rp. (10.000.000.000,00)



 

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b Neraca adalah sebagai berikut :

a.

b.

c.

Jumlah aset
Jumlah kewajiban

Rp. 1.561.643.039.473,44
Rp. 2.041.388.220,00

Jumlah Ekuitas dana Rp. 1.559.601.651.253,44

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a.
b.
c. Arus kas dari aktivitas investasi

Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2011 Rp. 432.955.235.074,40
Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 636.490.868.438,69

aset nonkeuangan Rp. (380.887.790.489,19)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 0,00
Saldo kas akhir per 31 Desember 2011 Rp. 688.558.313.023,90

Pasal 6

d.

£

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d Catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos — pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

b.
C.

d.

Lampiran |

Lampiran 11

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran !.4

Lampiran |.5

Lampiran 1.86

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran 1.11

Lampiran II

Lampiran II!

Lampiran IV

Laporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah
daerah dan organisasi
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, organisasi, program dan kegiatan
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara
Daftar piutang daerah:
Daftar penyertaan moda! (investasi) daerah :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah:
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya:
Daftar dana cadangan daerah :dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca:
Laporan arus kas:
Catatan atas laporan keuangan:



 

Pasal8
rah tentarg Penjabaran

Bupati menelapsan Peraturan Kepala D
rincian lebih lanjut dari

Perrarggungiawaban Pelaksanaan APBD seba

sertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

as
ga:

Pasal8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

kan pengundangan Peraturan
Agar setiap orang mengerahuinya, memerintah

'an Daerah Kabupaten Tana
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lemba

Tidurg

Ditetapkas di Tideng Pa .

Pada Tanggal 10 September 2012

Diundangkan di "deng Pale

Pada Tanggal! “4 September 2012
NGESAHKAN

Fotoco ai dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG se HUKUM

se
Haryorlo, S.Sos

8101 1 00219600528
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